
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OL7 tentang
Otoritas Veteriner dan Pasal Pasal 41 ayat (1) hurrf c
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2O19 tentang
Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang,
perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Dokter Hewan Berwenang Provinsi Papua Tengah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 29O7);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimala
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2027 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undalg-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang
Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 338, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5619);
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4. Undarg-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tal:-:bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetaFan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Talrun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2072 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 2L4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5356);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dal Penanggulangan Penyal<it Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5543);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang
Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 2O, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6019);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembararr
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
673r1;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor I 57);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan
Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 98);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
t78Ll;

Surat Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan
Perikanan, Nomor : 524.3 I IIL /V2I<P-PW lIl/2O24,
tanggal 21 Februari 2024 Perihal : Permohonan Surat
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah tentang
Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan
Berwenang di Provinsi Papua Tengah.

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA
DOKTER HEWAN BERWENANG
TENGAH.

TENGAH TENTANG
PROVINSI PAPUA
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Menetapkan Dokter Hewan Berwenang Provinsi Papua
Tengah sebagai berikut :

Nama : drh. Riselend Franston Rihihena
NIP :19770928 200605 10O2
Pangkat/Gol : Pembina/ (IV/a)
Jabatal : Plt. Kepala Bidang Peternakan,

Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner Dinas Pangan,
Pertanian, Perikanan dan Kelautan.

Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESAT berwenang mengambil Keputusan Teknis
berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam
penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Keputusan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA, meliputi:
a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak

produktif;
b. pelaksanaan Visum et repertum karena adanya

indikasi terjangkitnya Hewan oleh penyakit Hev.ran
menular yang membahayakan kesehatan manusia,
Hewan, dan/ atau lingkungan;

c. pengesahan penerapan Hewan prinsip Kesejahteraan
d. pengesahal penerapan sistem jaminan keamanan dan

mutu Produk Hewan;
e. pengesahan penerapan prosedur biosecurifiy dalarn

rangka sertifikasi bebal penyakit Hewan menular
tertentu dan pemberantasan penyakit Hewan menular
di suatu wilayah;

f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam
konservasi dan rehabilitasi;

g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan
untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan
Produk Hewan untuk keamanan produk Hewan dan
media pembawa penyakit Hewan lainnya;

h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan
keamanan pakan;

i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang
peternakan dan Kesehatan Hewan apabila
diindikasikan adanya Wabah; dan

j. pemberian rekomendasi penghentian sementara
proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner
sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di
bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi
tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/ atau fisik
yalg membahayakan kesehatan atau diindikasikan
melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang peternakan dan
Kesehatan Hewa.n.
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KEEMPAT Dalam rangka pengambilan keputusan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Dokter
Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk
memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status
Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan keamanan
Produk Hewan.

KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Februari 2024

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM

ELI{Y YUSUF LALLO, SH
NIP. 1972 1 0202003122006

Salinan Keputusan ini disamoaikan keoada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua

Tengah di Nabire;
6. Saudara drh. Riselend Franston Rihihena.


